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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian
dan pembahasan, maka penyusun dapat membuat kesimpulan sebagai
berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan
pidana di Indonesia sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), vyaitu dalam bentuk Ganti Kerugian dan
Rehabilitasi. Kemudian Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun
2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa besar ganti kerugian
sebagai berikut: Pertama, besar ganti kerugian berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP,
paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling
banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kedua, besarnya
ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
95 KUHAP, yang mengakibatkan luka berat atau cacat, sehingga tidak
bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit, Rp.
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ketiga, besar ganti kerugian
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP,

yang mengakibatkan mati, besar ganti kerugian paling sedikit, Rp.
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50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada korban
salah tangkap menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa besarnya jumlah ganti
kerugian, sebagai berikut: Pertama, ganti kerugian berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP
adalah berupa imbalan serendah-rendanya berjumlah Rp 5.000,-(lima
ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1000.000,-(satu juta rupiah).
Kedua, apabila penangkapan, penahanan, dan tindakan Ilain
sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang
bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan
pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-

tingginya Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

B. SARAN-SARAN
1. Perlu adanya profesionalitas dan kehati-hatian bagi penyidik agar tidak
salah dalam melakukan berbagai upaya paksa seperti penangkapan dan
penahanan menetapkan tersangka.
2. Dalam hal ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan ganti
kerugian dan perlu dilakukan penyederhanaan dalam hal prosedur dan

tata cara pelaksanaan pemberian ganti kerugian karena tata cara
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sebelumnya terkesan berbelit-belit dan rumit sehingga menyulitkan
dalam hal pengajuan ganti kerugian.

. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum,
penyempurnaan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum
sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing harus di
percepat peningkatan kemampuannya maupun kewibawaan peradilan
disertai upaya untuk membina sikap aparat penegak hukum sebagai
pengayom abdi Negara dan abdi masyarakat yang memiliki keahlian,
jujur, tegas, adil, bersih dan berwibawa. Hal ini perlu dilakukan untuk
menepis persepsi masyarakat bahwa belum efektifnya penegakan
hukum di Indonesia tidak terlepas dari Kinerja dan sikap penegak
hukum. Aparat penegak hukum yang diharapkan mampu melaksanakan
tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab, serta
penguasaan pengetahuan tentang hukum acara pidana sangat
diharapkan dari aparat penegak hukum. Dan dituntut tumbuhnya

kesadaran akan harkat serta martabat manusia yang harus dijunjung

tinggi.
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